
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN 

KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (ANALISIS 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XXII/2024) 

 

SKRIPSI 

  

Oleh 

M. Fathan Mubin 

NIM. 05010421009 

 

 

 

 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Fakultas Syariah dan Hukum 

Jurusan Hukum Publik Islam 

Program Studi Hukum Tata Negara 

Surabaya 

2025 



 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

PENGESAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

 

v 

 

ABSTRAK 

Pada tahap kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terdapat 

pembatasan mengenai lokasi atau tempat tertentu yang diatur dalam Pasal 69 huruf 

i Undang-Undang Pilkada. Seiring pada perkembangannya, diajukan permohonan 

uji materiil terhadap penjelasan norma a quo oleh para Pemohon. Menurut para 

Pemohon, norma yang diuji ini menimbulkan kerugian konstitusional karena 

mencegah civitas akademika untuk menilai visi dan misi Calon Kepala Daerah 

dalam ranah akademik di lingkungan perguruan tinggi, sekaligus menghasilkan 

ketidakjelasan hukum dalam pengaturan tata cara Pilkada. Dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024, permohonan ini dikabulkan 

seluruhnya. Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dan 

tinjauan Fiqh siyāsah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XXII/2024 tentang uji materiil Pasal 69 huruf i Undang-Undang Pemilihan Kepala 

Daerah terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif 

dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, 

serta memanfaatkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan kegiatan 

kampanye di lingkungan perguruan tinggi dengan ketentuan mendapatkan izin dari 

penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut 

kampanye pemilu. Putusan ini berisiko mengancam netralitas ASN karena 

perguruan tinggi seringkali menjadi tempat ASN beraktivitas. Apabila Pegawai 

ASN melanggar prinsip netralitas, maka mereka akan dikenai sanksi disiplin sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan menjalankan fungsi 

pengawasan Pilkada secara efektif melalui upaya pencegahan untuk meminimalisir 

pelanggaran, penindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, serta 

pengawasan ketat terhadap tahapan kampanye di tempat pendidikan dan netralitas 

ASN, sementara ASN diharapkan memegang teguh prinsip netralitas dan bersikap 

adil dalam memberikan izin penggunaan tempat pendidikan sebagai lokasi 

kampanye, sehingga mendukung penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas. 
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